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CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
1. Mampu

menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,
nasionalisme, profesionalisme dan kepemimpinan;

2. Mampu
menganalisis dan menerapkan hukum positif pada permasalahan hukum bisnis dengan
memperhatikan perkembangan bisnis di era digital dan global;

3. Mampu menerapkan
pikiran ilmiah dan bertanggungjawab pada profesi praktisi dan akademisi di
bidang hukum bisnis dengan memperhatikan perkembangan bisnis di era digital dan
global;

4. Mampu melakukan
komunikasi dan advokasi di bidang hukum bisnis dengan memperhatikan
perkembangan bisnis di era digital dan global; dan

5. Mampu menerapkan
teori hukum, hukum materiil dan hukum formil dalam bidang hukum bisnis dengan
memperhatikan bisnis di era digital dan global.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
1. Mahasiswa mampu menguasai kerangka dasar hukum tata negara.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara atau metode pendekatan dalam Hukum Tata Negara.
3. Mahasiswa mampu menganalisis serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah serta memberikan solusi terhadap studi kasus ketatanegaraan kotemporer.

Deskripsi Singkat MK Pada mata kuliah hukum kenegaraan, secara umum mahasiswa mempelajari struktur negara, lembaga negara serta dinamika kewenangan yang ada dalam
struktur pemerintahan negara.

Bahan Kajian / Materi
Pembelajaran

1. Dasar-Dasar Hukum
Tata Negara

2. Sumber  Hukum Tata Negara
3. Sejarah Perkembangan Materimuatan Konstitusi Indonesia Dan Konstitusionalisme
4. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
5. Sistem Pemerintahan Negara
6. Prinsip Demokrasi Dan Konsepsi Negara Hukum Serta Keberadaannya Dalam UUD 1945
7. Lembaga Perwakilan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Kekuasaan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945
9. Kekuasaan Kehakiman Dan Kekuasaan Yang Berhubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman

10. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
11. Mekanisme Kontrol Norma Melalui Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
12. Pemilihan Umum
13. Hukum Keuangan Negara
14. Pemerintan Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah

Pustaka Utama:
Agus Riewanto dkk. 2023. Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Pendukung:

1. Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
2. Ni' Matul Huda, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
3. K.C Wheare, 2015, Konstitusi-konstitusi modern: Modern constitutions, Bandung : Nusa Media.
4. Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras:
MS. Office 1. Monitor

2. Proyektor
3. Laptop

Dosen Pengampu
Matakuliah Syarat
Rencana Pembelajaran
Mg Ke- Sub-CPMK

(Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar)

Penilaian Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa

[ Estimasi Waktu ]

Materi Pembelajaran
[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian
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1 Mampu memahami istilah
dan pengertian hukum
tata negara. objek dan
ruang lingkup hukum tata
negara, kedudukan
hukum tata negara
dalam pembagian ilmu
hukum, hubungan hukum
tata negara dengan ilmu
negara, ilmu
politik dan hukum
administrasi negara.

Ketepatan menjelaskan
istilah dan pengertian
hukum tata
negara. objek dan ruang
lingkup hukum tata
negara, kedudukan
hukum tata negara
dalam pembagian ilmu
hukum, hubungan
hukum tata negara
dengan ilmu negara,
ilmu politik dan hukum
administrasi negara.

Teknik non-test:
• Meringkas materi
kuliah.
• Partisipasi.

Kriteria:
1. Ketepatan
mengidentifikasi materi
2. Respon mahasiswa
tentang materi yang
diberikan
3. Keaktifan mahasiswa
dalam berdiskusi

• Kuliah
• Small Group
Discussion & Case Base
Learning (CBL)
• Mahasiswa mencari
bahan pustaka sebagai
bahan penunjang
pembelajaran.
 [PB:1mgx (4sksx45)]

Dasar-Dasar Hukum
Tata Negara

5

2 Mampu menjelaskan
sumber hukum tata
negara

Ketepatan menjelaskan
sumber hukum tata
negara

Teknik non-test:
Menjelaskan sumber
hukum tata negara

Kriteria:
Rubrik deskriptif

• Kuliah;
• Diskusi;
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Sumber hukum tata
negara

5

3 Mampu Menjelaskan
Sejarah Perkembangan
Materi Muatan Konstitusi
Indonesia Dan
Konstitusionalisme

Ketepatan
Menjelaskan Sejarah
Perkembangan Materi
Muatan Konstitusi
Indonesia Dan
Konstitusionalisme

Teknik non-test:
Membandingkan
Perkembangan Materi
Muatan Konstitusi
Indonesia Dan
Konstitusionalisme

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi dlm kelompok
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Sejarah Perkembangan
Materimuatan Konstitusi
Indonesia Dan
Konstitusionalisme

5

4 Mampu Menjelaskan
Perbedaan Pemisahan
dan
Pembagian Kekuasaan,
Serta Pembagian
Kekuasaan Secara
Horizontal dan vertikal.

Ketepatan
Menjelaskan Perbedaan
Pemisahan dan
Pembagian Kekuasaan,
Serta Pembagian
Kekuasaan Secara
Horizontal dan vertikal.

Teknik non-test:
Mendiskusikan
Perbedaan Pemisahan
dan Pembagian
Kekuasaan

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Pemisahan dan
Pembagian Kekuasaan

5

5 Mampu Menjelaskan
Pengertian, Pembagian,
dan Sistem
Pemerintahan Negara

Ketepatan Menjelaskan
Pengertian, Pembagian,
dan Sistem
Pemerintahan Negara.

Teknik non-test:
Analisis sistem
pemerintah Indonesia

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Sistem Pemerintahan
Negara

5

6 Mampu Menjelaskan
Prinsip Demokrasi Dan
Konsepsi Negara Hukum
Serta Keberadaannya
Dalam UUD 1945

Ketepatan Menjelaskan
Pengertian, Pembagian,
dan Sistem
Pemerintahan Dalam
Konstitusi Indonesia.

Teknik non-test:
Membuat resume materi

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Tugas 1:
Membuat resume materi

Prinsip Demokrasi Dan
Konsepsi Negara Hukum
Serta Keberadaannya
Dalam UUD 1945

15

7 Mampu Menjelaskan
Lembaga Perwakilan
Menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Ketepatan Menjelaskan
Lembaga Perwakilan
Menurut Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

Teknik test:
Kuis 1: Soal essay

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Lembaga Perwakilan
Menurut Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

15

8 Mampu Mengikuti Ujian
Tertulis Dengan Baik

Ketepatan Menjawab
Soal Ujian

Teknik test:
UTS: Soal essay

Kriteria:
Rubrik deskriptif

Ujian tertulis Ujian Tengah Semester 20

9 Mampu Menjelaskan
Kekuasaan
Pemerintahan Negara
Menurut Undang-Undang
Dasar Tahun 1945

Ketepatan Menjelaskan
Kekuasaan
Pemerintahan Negara
Menurut Undang-
Undang Dasar Tahun
1945

Teknik non-test:
Analisis sistem
pemerintah Indonesia
Menurut UUD 1945

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Kekuasaan
Pemerintahan Negara
Menurut Undang-
Undang Dasar Tahun
1945

5
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10 Mampu Menjelaskan
Kekuasaan Kehakiman
Dan Kekuasaan Yang
Berhubungan Dengan
Kekuasaan Kehakiman

Ketepatan Menjelaskan
Pengertian,
Karakteristik, dan
Wewenang Pengisian
Jabatan Dalam
Lembaga Kehakiman.

Teknik non-test:
Mendiskusikan jenis-
jenis lembaga
kekuasaan kehakiman di
Indonesia

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Kekuasaan Kehakiman
Dan Kekuasaan Yang
Berhubungan Dengan
Kekuasaan Kehakiman

5

11 Mampu Menjelaskan
Sistem Peraturan
Perundang-undangan di
Indonesia

Ketepatan Menjelaskan
Sistem Peraturan
Perundang-undangan di
Indonesia

Teknik non-test:
Menganalisis dan
mendiskusikan asas
pembentukan peraturan
perundang-undangan di
Indonesia

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Sistem Peraturan
Perundang-undangan di
Indonesia

5

12 Mampu Menjelaskan
Mekanisme Kontrol
Norma Melalui Pengujian
Peraturan Perundang-
Undangan

Ketepatan
Menjelaskan Pengujian
Undang-Undang
Sebagai Bentuk Kontrol
Norma 

Teknik non-test:
Mendiskusikan
Mekanisme Pengujian
Undang-Undang
Sebagai Bentuk Kontrol
Norma

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Tugas 2:
Menganalisis Tahapan
Pengujian Undang-
Undang dan Peraturan
di Bawah Undang-
Undang

Mekanisme Kontrol
Norma Melalui
Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan

5

13 Mampu Menjelaskan
Prinsip Pelaksanaan dan
Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum

Ketepatan Menjelaskan
Prinsip Pelaksanaan dan
Penyelesaian
Sengketa Pemilihan
Umum

Teknik non-test:
Mendiskusikan
Prinsip Pelaksanaan dan
Penyelesaian
Sengketa Pemilihan
Umum

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Pemilihan Umum 5

14 Mampu Menjelaskan
Asas Pengelolaan
Keuangan
Negara, Struktur
Pengelola Keuangan
Negara, Serta Struktur
APBN dan Siklus APBN.

Ketepatan Menjelaskan
Asas Pengelolaan
Keuangan
Negara, Struktur
Pengelola Keuangan
Negara, Serta Struktur
APBN dan Siklus APBN.

Teknik non-test:
Diskusi Terkait Alur
Pengelolaan APBN dan
APBD

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Hukum Keuangan
Negara

5

15 Mampu Menjelaskan
Prinsip Negara Kesatuan
dan Hubungan Pusat dan
Daerah

Ketepatan Menjelaskan
Prinsip Negara Kesatuan
dan Hubungan Pusat
dan Daerah

Teknik test:
Kuis 2: Soal essay

Kriteria:
Rubrik deskriptif

1. Kuliah
2. Diskusi
3. Case method
[PB: 1mgx (4sksx45)]

Pemerintahan Daerah
dan Hubungan Pusat
dan Daerah

15

16 Mampu mengikuti Ujian
Akhir Semester dengan
baik

Ketepatan menjawab
soal ujian

Teknik test:
UAS: Soal essay

Kriteria:
Rubrik deskriptif

Tes tertulis Ujian Akhir Semester 20


